BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum
1. Gambaran Umum Tempat Penelitian
a. Sejarah Instansi
Sejarah organisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulanya merupakan

perpaduan dari beberapa unit organisasi, yaitu:

1. Jawatan pajak, yang bertugas m n pemungutan pajak berdasarkan

perundang-undangan dan me meriksaan kas bendaharawan
pemerintah.
2. Jawatan lelang, yang t clelangan terhadap barang-
barang sitaan guna pelunasz
3. Jawatan akuntan pajak, yang bertugaS membantu jawatan pajak untuk

melaksanakan pemeriksaan pajak terhadap pembukuan Wajib Pajak Badan.

Ditjen Mo : gui aj sil‘bumi

dan pajak atas tanah yang pada tahun 1963 dirubah menjadi Direktorat Pajak
Hasil Bumi dan kemudian pada tahun 1965 berubah lagi menjadi Direktorat
Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA).

KPP Pratama merupakan unsur pelaksana atau instansi vertikal di bawah
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Vertikal di Direktorat Jenderal

Pajak yang merupakan salah satu instansi di bawah Kementerian Keuangan.
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KPP Pratama Pondok Gede yang beralamat di M Gold Tower Lt. UG Unit.
21-22  Jalan KH. Noer Ali, JI. Raya Kalimalang, Pekayon Jaya Bekasi
Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. 17148. KPP Pratama Pondok Gede adalah
salah satu KPP Pratama yang ada di Kota Bekasi. KPP Pratama Pondok Gede
sebelumnya bergabung dengan KPP Pratama Bekasi Selatan. Peraturan
Direktur Jendral Pajak memutuskan dan menetapkan untuk adanya
pemecahan KPP yaitu dimana KPP Bekasi selatan yang bertindak sebagai

KPP lama dan KPP Pratama Pondok Gede yang bertindak sebagai KPP baru,

yang tertuang pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-

34/PJ/2015. Sehingga pa P Pratama Pondok Gede
resmi ada. Wilayah Kerj Gede antara lain adalah
sebagai berikut:

1. Kecamatan Pondok Ge
2. Kecamatan Jati Sampurna

3. Kecamatan Jatiasih

JMERCLL BLIANA..

Pratama Pondok Gede memiliki karakteristik organisasi berdasarkan fungsi
dan diharapkan memiliki sistem informasi yang terintegrasi, sumber daya
manusia yang kompeten, sarana kantor yang memadai serta tata kerja yang
transparan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia

Nomor : 132/PMK.01/2006 tanggal 22 Desember 2006.
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b. Tugas Pokok KPP Pratama

KPP Pratama Pondok Gede mempunyai tugas yaitu melaksanakan
penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan wajib Wajib Pajak di bidang Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah,
Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan dalam wilayah
wewenangnya bedasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dalam  melaksanakan tugas tersebut, KPP Pratama Purworejo
menyelenggarakan fungsi antara lain;
1. Pengumpulan, pencarian dan wm data, pengamatan potensi

perpajakan, penyajian informasi | can, pendataan objek dan subjek

pajak, serta penilaian obje an.

3. Pengadministrasian do p perpajakan, penerimaan dan
pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.

4. Penyuluhan perpajakan

. MIERCLL.BUANA

Pelaksanaan ekstensifikasi

[=))

4

8. Penatausahaan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak
9. Pelaksanaan pemeriksaan pajak

10. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakanWajib Pajak

11. Pelaksanaan konsultasi pajak

12. Pembetulan ketetapan pajak
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13. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan

14. Pelaksanaan administrasi kantor.

¢. Struktur Organisasi KPP Pratama Pondok Gede
1. Sub bagian Umum dan Kepatuhan Internal

2. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

4. Seksi Pelayanan

5. Seksi Penagihan

6. Seksi Pemeriksaan

7. Seksi Ekstensifikasi

8. Seksi Pengawasan dan
9. Seksi Pengawasan dan

10. Seksi Pengawasan dan

11. Seksi Pengawasan dan Konsu

d. Rencana Strategis

MIERCILBIIANAS
yang bersi pai an.Ren strategis

ini diwujudkan dalam visi dan misi dalam meningkatkan kinerja di dalam
organisasi. Tugas Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam melaksanakan
penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah,
Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya
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berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keberhasilannya
perlu didukung oleh perangkat organisasi yang kuat, sumberdaya, dan
anggaran.
e. Visi

Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik
yang ingin dicapai oleh organisasi dimasa yang akan datang. Pernyataan Visi
tersebut harus selalu berlaku pada semua kemungkinan perubahan yang
mungkin terjadi, berorientasi pada masa depan dan menggambarkan keunikan

lembaga dalam kompetisi serta citranya. Visi dari Direktorat Jendral Pajak

adalah “Menjadi kantor pelayanan pajak terbaik yang kredibel dengan
pelayanan PRIMA (Profe . Memuaskan, Amanah)
yang juga di jadikan se P Pratama Pondok Gede
sampai saat ini.
f. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dilaksanakan organisasi
dala n Jvisin _ ‘ i memberikan
ketMEJKCUangam erangan
tentang bagaimana cara organisasi bekerja.
Misi DJP adalah suatu pernyataaan yang menggambarkan tujuan keberadaan,
tugas, fungsi, peranan dan tanggung jawab DJP sebagaimana diamanatkan
oleh undang-undang dan peraturan serta kebijakan pemerintah. Misi dari
Direktorat Jendral Pajak yaitu memberikan Pelayanan terbaik bagi wjib pajak
untuk mewujudkan masyarakat yang sadar dan peduli pajak.
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2. Karakteristik Responden

Karakteristik responden yang diukur dengan skala nominal yang
menunjukkan besarnya frekuensi absolut dan presentase dari hasil pengolahan
data di software spss versi 25, berikut ini adalah deskripsi jenis kelamin, usia
dan pendidikan terakhir.
a. Deskripsi Objek Penelitian

Adapun data penelitian adalah data primer yang berupa kuesioner
penelitian dan jumlah kuesioner peneﬁum yang di sebar sebanyak 120 buah

kuesioner. Keseluruhan kuesioner yar g di

sebar tidak dapat digunakan semua
melainkan hanya 100 kuesie ntuk persen sebesar 83% dan
kuesioner yang tidak digy 20 buah kuesioner atau
dalam bentuk persen a uesioner tidak digunakan
dikarenakan ada kesalaha kuesioner. Responden tidak

mengisi kuesioner dengan benar iti. Gambaran mengenai data sampel

disajikan pada tabel 4.1.
MERCLLEBLIANA
USam eneli
No Keterangan Jumlah | Presentase
1 | Jumlah Kuesioner 120 100%
2 | Jumlah Kuesioner yang tidak dapat diolah 20 17%
3 | Jumlah Kuesioner yang dapat diolah 100 83%

Sumber : Data Primer diolah, 2019
b. Deskripsi Data Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 4.1 menyajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan jenis

kelamin.
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Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Responden

Valid Cumulative
Frequency | Percent | Percent Percent
65 65.0 65.0 65.0
35 35.0 35.0 | 100.0
100 | 100.0 | 100.0

"~ Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS, 2019
Berdasarkan tabel tersebut dilihat bahwa identitas berdasarkan jenis kelamin

sebanyak 100 yang di dominasi ole

h laki-laki sebanyak 65 orang atau 65%
daﬂ perempuan 35 orang a B VA
¢. Deskripsi Responden

Tabel 4.2 menyajikan den berdasarkan usia.

Hasil Uji Des en Berdasarkan Usia
Usia Responden
id Percent | _Cumulative Percent

3 3

2 9 2 5
4 4 4 9
5 5 5 4
5 5 5 19
10| 10 10 29
s 5 5 34
11 | 1| 11 45
6| 6 51
5 5| 5 56
A 7| 63 |
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Tabel 4.3

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Usia (lanjutan)

Usia Responden

Frequency | Percent | Valid Percent | Cumulative Percent

66
72
78

82
88
90
9%
96
98
99
100

NN RN SN Ry YW

—-s—t\JM-h-_MO\-D-O\O\bJ

Berdasarkan tabel tersebut dilihat bahwa identitas berdasarkan usia

sebanyak 100 yang dari jika di akumulatif menjadi < 25 tahun sejumlah

JMERCU BUANA"

d. Dekripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir
Tabel 4.3 menyajikan hasil uji deskripsi responden berdasarkan pendidian

terakhir.
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Tabel 4.4

Hasil Uji Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Responden
Valid Cumulative
Frequency | Percent Percent Percent
Valid D3 19/ 190 19.0 19.0
g SE- 55| 550 55.0 74.0
SMA 26 26.0 26.0 100.0
‘Total 100 100.0 100.0

Sumber: Défﬁ primer diolah menggunakan SPSS, 2019

Berdasarkan tabel tersebut dilihat bahwa identitas berdasarkan pendidikan

terakhir sebanyak 100 yang terdiri dari lulusan SMA/ SLTA sebanyak 26

orang atau 26%, D3 sej , dan S1 sejumlah 55 orang

atau 55%.

B. Statistik Deskriptif
1. Analisis Statistik Deskriptif

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Sanksi Pajak,

Pem 1] dan P ebagai variabel
ian mcmmnﬁnm&.
pengujian dengan statistik deskriptif akan memberikan gambaran atau
deskripsi data yang dilihat melalui nilai minimum, maksimum, rata-rata

(mean) dan stndar deviasi. Berikut merupakan tabel hasil pengujian statistik

deskriptif atas variabel-variabel tersebut.
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Tabel 4.5

Hasil Uji Statistik Deskriptif

N | Minimum | Maximum | Mean | _ St
e Deviation
T 100 | 23,00 44,00 | 34,3000 | 3,49458
| 100 | 9,00 19,00 | 13,7300 | 037374
100 | 11,00 23,00 | 17,3600 | 2,43510
Kesadaran Wajib
Pajak 100 | 10,00 20,00 | 16,6200 | 2,04880
Valid N (listwise) | 100
Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS, 2019
Berdasarkan data yang di akan statistik deskriptif

yang berfungsi untuk me
objek yang diteliti dan
pengolahan SPSS versi 25 pa lapat diketahui bahwa:
1. Kepatuhan Wajib Pajak

Dari tabel analisis deskriptif diatas menunjukkan nilai minimum adalah

23,0 iIEK“ a 4,00.B;uma ﬂm{i
se ' 1 e ta yang baik karena hasil minimum Iebih

dari 1. Selain itu variabel kepatuhan wajib pajak menunjukkan nilai rata-rata
(mean) sebesar 34,3000 dengan nilai standar devisiasi sebesar 3,49458. Data
diatas menunjukkan nilai rata-rata lebih besar dibandingkan dengan nilai
standar devisiasinya. Hal ini menunjukkan kualitas data yang digunakan me

rupakan data yang baik dan dapat dikatakan bervariasi.
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2. Sanksi Pajak

Dari tabel analisis deskriptif diatas menunjukkan nilai minimum adalah
9,00 dan nilai maksimum adalah 19,00. hal ini menunjukkan data memiliki
sebaran yang kecil dan merupakan data yang baik karena hasil minimum lebih
dari 1. Selain itu variabel Sanksi Pajak menunjukkan nilai rata-rata (mean)
sebesar 13,7300 dengan nilai standar devisiasi sebesar 1,86869. Data diatas
menunjukkan nilai rata-rata lebih besar dibandingkan dengan nilai standar
 data yang digunakan merupakan

devisiasinya. Hal ini menunjukkan kualit

data yang baik dan dapat dikatakan b

|

3. Pemahaman Peraturan

Dari tabel analisis des nilai minimum adalah
11,00 dan nilai maksimum enunjukkan data memiliki
sebaran yang kecil dan meru karena hasil minimum lebih
dari 1. Selain itu variabel Pemahaman peraturan perpajakan menunjukkan

nilai rata-rata (mean) sebesar 17,3600 dengan nilai standar devisiasi sebesar

TMERCHBUANA:
den, il visiasinya. Hal ini menunjukk ualitas data yang

digunakan merupakan data yang baik dan dapat dikatakan bervariasi.
4. Kesadaran Wajib Pajak

Dari tabel analisis deskriptif diatas menunjukkan nilai minimum adalah
10,00 dan nilai maksimum adalah 20,00. hal ini menunjukkan data memiliki
sebaran yang kecil dan merupakan data yang baik karena hasil minimum lebih
dari 1. Selain itu variabel Kesadaran Pajak menunjukkan nilai rata-rata
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(mean) sebesar 16,6200 dengan nilai standar devisiasi sebesar 2,04880. Data
diatas menunjukkan nilai rata-rata lebih besar dibandingkan dengan nilai
standar devisiasinya. Hal ini menunjukkan kualitas data yang digunakan
merupakan data yang baik dan dapat dikatakan bervariasi.

Selain variabel-variabel tersebut akan diuji secara statistik deskriptif frequensi
dan akan memberikan gambaran nilai persentasi Jawaban dari responden pada

tiap-tiap variabel. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 4.6

Tabel 4.6

Persentase Distribusi Fre

B

Piliban | & e S TR
~ Jawaban | WajibP i e
I 1%
2 24% 5%
3 65 % 55% 56 %
4 249 3% 38%
Total 100 % 100 % 100 % 100 %

Sumber: Data primer diolah me nggunakan SPSS, 2019

"MERCU BUANA

Uji validitas digunakan untuk mengukur data valid atau tidak suatu
kuesioner sebagai data penelitian. Pengujian ini dilakukan dengan metode
Pearson Correlation, dimana suatu pedoman dengan model dinyatakan valid
Jika terdapat signifikansinya dibawah angka 0,05 maka butir-butir pertanyaan
tersebut dapat dikatakan valid. Tabel berikut akan menunjukkan hasil uji

validitas dari tiga variabel sebagai variabel independen yaitu Sanksi Pajak,
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Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kesadaran Pajak dan satu variabel
adalah sebagai variabel dependen yaitu Pemahaman Wajib Pajak dengan
Jjumlah sampel 100 responden.

Tabel 4.7

Hasil Uji Validitas Instrument Kepatuhan Wajib Pajak

Item Pearson Correlation Sig (2-Tailed) Remarks
KWP1 0,605%* 0,000 Valid
KWP2 0,667** 0,000 Valid
KWP3 0,410** 0,000 Valid
KWP4 0,646%* 1= 0,000 Valid
KWP5 0608** | | 0000 Valid
KWP6 - | Valid
KWP7 Valid
KWP8 Valid
KWP9 Valid
KWP10 Valid
KWP11 Valid

Tabel 4.7 menunjukkan Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen

emiliki kriteria valid setiap butir- butir y n; nilai

pertanyaan yang digunakan sebagai penelitian ini mampu mengungkapkan
sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut.
Tabel 4.8

Hasil Uji Validitas Instrumen Sanksi Pajak

Item Pearson Correlation Sig (2-Tailed) Remarks
SP1 0,689%* 0,000 Valid
SP2 0,680%* 0,000 Valid
SP3 0,789** 0,000 Valid
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Tabel 4.8

Hasil Uji Validitas Instrumen Sanksi Pajak (lanjutan)

Item Pearson Correlation Sig (2-Tailed) Remarks
SP4 0,415%* 0,000 Valid
SP5 0,459** 0,000 Valid

Sumber: Data primer yang diolah menggunakan SPSS, 2019
Tabel 4.8 menunjukkan variabel Independen Sanksi Pajak yang memiliki
kriteria valid untuk setiap butir-butir pertnyaan dengan nilai signifikansinya

lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti semua item pertanyaan mampu

mengungkapkan sesuatu yang@lﬂ( ur pada kuesioner tersebut.

Hasil Uji Validita n Peraturan Perpajakan
Item / = I Tailed) Remarks
PPP1 Valid
PPP2 : | Valid
PPP3 0,505%* 0,000 Valid
PPP4 . 0.388** ; 0,000 _ Valid
PPP5 - 0,730** 0,000 Valid

Tabel 4.9 menunjukkan variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan
memiliki krteria valid untuk setiap butir-butir pertanyan dengan nilai
signifikansinya lebih kecil dari angka 0,05 dan mampu mengungkapkan

sesuatu yang diukur pada kuesioner.
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Tabel 4.10

Hasil Uji Validitas Instrumen Kesadaran Pajak

Item Pearson Correlation Sig (2-Tailed) Remarks
KP1 0.766** 0.000 Valid
KP2 0.720** 0.000 Valid
KP3 0.614** 0.000 Valid
KP4 0.783** 0.000 Valid
KP5 0.613%* 0.000 Valid

Sumber: Data primer yang diolah menggunakan SPSS, 2019
Tabel 4.10 menunjukkan variabel Kesadaran Pajak yang memiliki kriteria

valid untuk setiap butir-butir pertnyaan dengan nilai signifikansinya lebih

kecil dari 0,05. Hal ini berarti semua item pertanyaan mampu

mengungkapkan sesuatu y, | r tersebut.
b. Uji Reabilitas

Uji reabilitas sebagai esioner yang merupakan
indikator dari variabel kons takan reliable atau jawaban
dari responden konsisten atau stabil dari waktu ke waktu, dan kriteria bahwa

variabel konstruk tersebut reliable adalah nilai Conbrach Alpha > 0,70 dan

“MERCHBt A

dikarenakan masih dalam sub marginal.
Tabel 4.11
Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Cronbrach's Alpha Remarks
Kepatuhan Wajib Pajak 0,743 Reliabel
Sanksi Pajak 0,600 Reliabel
Pemahaman Peraturan Perpajakan 0,715 Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak 0,727 Reliabel

Sumber: Data primer diolah mengunakan SPSS, 2019
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Tabel 4.11 menunjukkan nilai Cronbrach’s Alpha pada variabel
kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan
kesadaran pajak. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pernyataan
pada kuesioner sebagai penelitian ini reliable dikarenakan memiliki nilai
Cronbrach’s Alpha lebih besar dari 0,70 pada variabel kepatuhan wajib pajak,
sanksi pajak, dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan pada variabel sanksi
pajak Nilai Cronbrach’s Alpha sebesar 0,60 masih dianggap reliable
dikarenakan masih pada sub marginal. Dengan hal ini bahwa item pernyataan

yang digunakan mampu memperol  konsisten yang memiliki arti

bila pernyataan diajukan n akan memiliki jawaban
yang relatif sama seperti ja
Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

MERCU BUANA
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Tabel 4.12

Hasil Uji Normalitas Menggunakan Tes One Sample Kolmogorov-
Smirnov

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual
100
0.0000000
0,21606521

Most Extreme Differences 0.077

0.050

-0.077

Test Statistic 0.077
Asymp. Sig. (2-tailed) [ .152¢4

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.
¢. Lilliefors Significance Correctio

Sumber: Data prime

SPSS, 2019

Dari hasil pengujian s berdasarkan penyebaran

kuesioner sebanyak 100 sampe 0,0000000 dan standar deviasi
0,21606521 dapat diperoleh hasil bahwa data pengaruh sanksi pajak,
pemahaman peraturan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap
R ok e B e
nilai signifikansinya > 0,05 maka H1, H2, H3 dapat diterima dan data dapat di
distribusi secara normal dan memenuhi syarat pengujian uji normalitas. Hal
ini menunjukkan penelitian ini layak dan dapat diajukan untuk penelitian

selanjutnya.
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Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
; E)opmdmt Variable: Ko'pa_ml'mn Waijib Pajak

o8

o
>

=
-

Expected Cum Prob

A

oo 02 04 08 o8 10

Pada gambar 4.1 G dilihat bahwa titik- titik

A dapat disimpulkan bahwa

Regression Standardized Residual

Sumber: Data primer diolah menggunakan SPSS, 2019
Gambar 4.2 Hasil Uji Histogram
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Gambar 4.2 diatas dapat disimpulkan bahwa grafik  histogram
menunjukkan pola distribusi normal sehingga model regresi memenuhi
asumsi normalitas.

b. Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi

ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas (Independen).

Tabel 4.13

Collinearity Statistics
MOdeI = ik iy i 1L rance VIF

0.909 1.100
0.715 1.399

0.726 1.378

Sumber: Data Primer diolah menggunakan SPSS, 2019
Tabel 4.13 diatas ‘menampilkan tidak ada masalah multikolonieritas, hal

tersebut dapat dib 'kan‘ 1 nilai_Vari Inflation Facto ) <10 dan
Vo R L BT AN
0,10 dan VIF 1,100 < 10. Lalu variabel pemahaman peraturan perpajakan
nilai tolerance sebesar 0,715 > 0,10 dan nilai VIF 1,399 < 10, dan untuk
variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai rolerance yang sama dengan

variabel pemahaman peraturan perpajakan yaitu 0,726 > 0,10 dan VIF sebesar

1,378 < 10.

http://digilib.mercubuana.ac.id/




71

c¢. Uji Heteroskedastisitas
Pengujian ini bemljua_.n untuk menguji apakah dalam sebuah model

regresi akan mengalami ketidaksamaan variance residual dari satu
pengamatan ke pengamatan yang lain.

Scatterplot
Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

1 ) . f‘g.. *: :

Regression Standardized Predicted Value

Sumber: Data primer d SPSS, 2019

Gambar 4.3 Grafik Scatterplot
Dari gambar diatas tampilan grafik scatterplot yang diolah menggunakan

software ersi, 25 terlihat titik-titik_menyebar secara ik, diatas
-MERCIL BUANA:
bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga regresi
layak dipakai.

Untuk mendukung pengujian heteroskedastisitas dengan uji grafik plot maka

berikut adalah pengujian dengan uji Glejser.
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Tabel 4.14

Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Uji Glejser

Unstandardized | Standardized
Coefficients Coefficients
Std.
Model B Error Beta iy Sig.
= (Constant)  1.887E-15 | 0,224 0,000 | 1,000
i 0,000 | 0.062 0,000 [ 0,000 | 1,000
Pajak :
’emahaman 0,000 | 0.064 0,000 |{ 0,000 | 1,000
Peraturan
Perpajakan |
Kesadaran 0,000 | 0.063 0,000 | 0,000 | 1,000
. Wajib Pajak —
a. Dependent Variable: AB! N
Sumber: Data pris kan SPSS, 2019

Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai

signifikansi dari setiap va sanksi pajak, pemahaman
sebesar 1,000. Maka dengan
nilai signifikansi tersebut dapa n bahwa nilai signifikan > 0,05
maka tidak terjadi heterokedastisitas.
Uji Hipotesis

KT ot b
regresi linier berganda yang memiliki tujuan untuk menghubungkan pengaruh
antara satu variabel terhadap variabel lainnya. Untuk meperoleh gambaran
yang menyeluruh mengenai pengaruh sanksi pajak, pemahaman peraturan
perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak maka
akan dilakukan pengujian statistik sebagai berikut:
a. Uji Koefisien Determinasi (R?)

Dari pengujian yang dilakukan diperoleh data sebagai berikut:
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Tabel 4.15

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R?)

Adjusted | Std. Error of
Model - R | R Square | R Square | the Estimate
i i 0.733* 0.537 0.523 0.21942

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pemahaman Peraturan
Perpajakan
b. Dependent Variable: Kepatuhan Waijib Pajak

Sumber: Data primer yang diolah menggunakan SPSS. 2019
Tabel 4.15 menunjukkan nilai R sebesar 0,733 atau 73,3%. Hal tersebut

mempunyai arti bahwa hubungan atau korelasi antara faktor-faktor yang
mempenganlhi kepatuhan W !jﬁ e DR

sedangkan nilai adjusted R* sebesar | fersebut menandakan bahwa

. kuat karena masih diatas 0,50,

variasi variabel sanksi raturan perpajakan, dan
kesadaran wajib pajak bi ariasi variabel kepatuhan
wajib pajak. Maka sebany askan oleh variabel lainnya

yang tidak dimasukkan dalam mode esi ini. Dan untuk Standar Error Of

Estimate (SEE) sebesar 0,21942. Semakin kecil nilai SEE akan membuat

CVIERCIIBUANA

Pengujian statistik F mempunyai dasar yaitu dapat menunjukkan
apakah keseluruhan variabel independen atau variabel bebas yang
dimasukkan dalam model regresi mempunyai pengaruh secara bersama-
sama terhadap variabel dependen atau variabel terikat. Pengujian
dilakukan dengan membandingkan F hitung dengan F tabel dengan

tingkat kepercayaan 0,05 atau 5%.
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Tabel 4.16

Hasil Uji Statistik F Dengan F Tabel = 2,70

ANOVA?
Sum of Mean
Model \ __ Squares | Df | Square F Sig.

5,370 3 1,790 | 37.181 | 0,000

 Residual 4622 96 0,048
sk Lotall 9992 | 99
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pemahaman Peraturan
Perpajakan )

Sumber: Data Primer diolah, 2019

Berdasarkan tabel 4.16 nilai F hitung

signifikan sebesar 0,000. S dangkan pada F tabel
df 1=k - 1 (k adalah jum =3.Dandf2=n-k (n
adalah jumlah sampel) a F tabel diperoleh sebesar
2,70.
Berdasarkan kriteria uji F yang telah ditentukan, oleh karena itu F hitung dari

F tabel (37,181 dari 2,70) dengan nilai signifikansi 0,000. Dengan

hiM : ,70.B;H t simultan

menghasilkan nilai Fuiune sebesar 37,181 dengan probabilitas sebesar 0,000.
Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas < level of significance
(a=5%). Hal ini berarti terdapat pengaruh signifikan secara simultan
(bersama-sama) variabel sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan
kesadaran wajib pajak terhadap varabel Kepatuhan Wajib Pajak.
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c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Pengujian statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel
independen atau variabel bebas (penjelas) secara individual dalam
menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan
membandingkan t hitung dengan t tabel dengan tingkat kepercayaan 0,05 atau
5%. Berdasarkan t tabel dengn tingkat signifikan0,05 (pengujian dua sisi) dan
df =n - k (n adalah jumlah sampel dan k adalah Jjumlah variabel) atau 100 — 4

=96, maka diperoleh t tabel sebesar 1,98498.

Hasil Uji St Tabel = 1,98498

Model T Sig.
i1 : ant) ' 4,139 0.000

6205 | 0.000

NA”

0,849 | 0.398

Wajib Pajak
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak
Sumber: Data Primer diolah, 2019

Dari tabel 4.17 menunjukkan nilai hasil uji t variabel independen (sanksi
pajak, pemahaman peraturan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak)
terhadap variabel dependen (kepatuhan wajib pajak) secara individual.
Dimana untuk variabel sanksi pajak dari hasil uji t menunjukkan bahwa nilai
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probabilitas signifikan 0,000 < 0,05 dengan memiliki t hitung 6,205 >
1,98498. Hal ini berarti terdapat pengaruh vang signifikan variabel sanksi
pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak sehingga hipotesisnya adalah
H1 diterima. Variabel pemahaman peraturan perpajakan hasil uji t
menunjukkan bahwa nilai probabilitas signifikan 0,000 < 0,005 dengan
memiliki t hitung 5,145 > 1,98498. Hal ini berarti terdapat pengaruh yang
signifikan variabel sanksi pajak terhadap variabel kepatuhan wajib pajak,

sehingga hipotesisnya adalah H2 diterima. Variabel terakhir yaitu kesadaran

wajib pajak hasil uji t diatas men

jukkan bahwa nilai probabilitas signifikan
0.398 > 0,005 dengan memiliki t hitung 0,849 < 1,98498. Hal ini berarti tidak
terdapat pengaruh signifik jib pajak terhadap variabel
kepatuhan wajib pajak, ah H3 ditolak. Untuk
pengujian hipotesis antara k label kepatuhan wajib pajak
men ghasilkan nilai t hitung sebx ,139 dengan probabilitas signifikan

sebesar 0,000. Hasil pengujian tersebut menunjukkan probabilitas < level of

signi ) ' i terdapat pen sﬂlkNaRsial
konm&gun wﬁajtj

Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 4.17 maka dapat diketahui persamaan
regresi berganda adalah :

Y =Bo+ B X1 + B2 X2 + B3 X3 + e. Maka persamaan regresi dapat disusun

sebagai berikut :
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Y =0,929 + 0,384X1 + 0,331X2 + 0,054 X3+ e

Koefisien yang terdapat pada persamaan diatas adalah sebagai berikut:

a. Konstanta sebesar 0,929 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel
independen sanksi pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan kesadaran
wajib pajak bernilai konstan (tidak berubah) maka besarnya perubahan
variabel kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 0,929.

b. Koefisien regresi variabel sanksi ak sebesar 0,384 hal ini berarti bahwa

setiap adanya kenaikan 1%, maka dapat menambah kepatuhan wajib pajak

¢. Koefisien variabel pemal ¢ pajakan sebesar 0,331 hal ini
berarti bahwa jika setiap adanya ke 1% maka pemahaman peraturan

perpajakan akan bertambah sebesar 0,331. Hal ini berarti semakin baik

d. Koefisien variabel kesadaran wajib pajak sebesar 0,054 hal ini berarti
bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap variabel
kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin baik variabel kesadaran wajib
pajak maka cenderung dapat meningkatkan variabel kepatuhan wajib pajak.

Namun peningkatan tersebut tidak signifikan.
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C. Analisis dan Pembahasan
1. Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan hasil pengujian regresi yang sudah dilakukan secara simultan
maupun parsial hasil penelitian ini menunjukkan hasil yang berpengaruh
positif dan signifikan antara sanksi pajak (X1) dengan kepatuhan wajib pajak.
Sehingga hipotesisnya adalah H1 diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa semakin baik para wajib pajak mengerti tentang sanksi pajak maka

akan semakin meningkatkan Jk§ tuhan wajib pajak. Pada penelitian ini

variabel sanksi pajak adala ‘bandingkan variabel bebas

yang lain. Hal ini dapat dil ized coefficient yang paling
besar. Dengan demikian va iliki pengaruh yang paling
dominan terhadap variabel k. Hal ini sesuai dengan teori
Control Beliefs yang menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak akan

ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang eberapa kuat sanksi

"MERCIEBRIANA
si enin iba yib

pajak agar wajib pajak dapat mentaati peraturan pajak sehingga kepatuhan
wajib pajak dapat meningkat. Sanksi pajak dikenakan kepada wajib pajak
yang tidak patuh dalam memenuhi peraturan perpajakan. Dengan adanya
pengetahuan tentang sanksi administrasi yang diberikan atas keterlambatan
untuk membayar dan melapor saat sudah jatuh tempo, atau bisa saja
mendapatkan sanksi yang lainnya seperti sanksi denda, wajib pajak akan
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mendapatkan sanksi pidana apabila sengaja memberikan atau memperlihatkan
dokumen palsu. Wajib pajak akan mentaati tata tertib perpajakan ababila
mengetahui bahwa sanksi pajak akan lebih merugikan wajib pajak, dibanding
dengan wajib pajak yang taat untuk membayar dan melapor tepat waktu, Oleh
sebab itu pandangan wajib pajak terhadap sanksi pajak berpengaruh dan
meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Priambodo
(2017), Prawagis, Zahroh, dan Mayowan (2016), dan penelitian Dewantara
si pajak berpengaruh terhadap

selaras dengan penelitian

(2016), yang mengatakan bahwa

kepatuhan wajib pajak. N
yang dilakukan oleh An dan Fauzan (2019) yang
mengatakan bahwa sank h signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak.
. Pengaruh Pemahaman Peratura erpajakan terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak

mm‘EnKe 1 1 mentinjuk il g berpengaruh

positif dan signifikan antara pemahaman peraturan perpajakan (X2) dengan
kepatuhan wajib pajak. Sehingga hipotesis nya adalah H2 diterima. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak memahami tingkat
pemahaman peraturan perpajakan maka tingkat kepatuhan pajak juga akan
semakin tinggi. Hal ini Sesuai dengan teori pembelajaran sosial (Social

Learning Theory) sebagai proses perhatian (attentional) yang mengatakan
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bahwa seseorang akan taat terhadap kewajiban pajak apabila seseorang akan
memahami dan mengingat peraturan serta undang-undang dan tata cara
perpajakan. Seseorang akan memahami dan mengingat peraturan perpajakan
dimana sebagai proses penahanan (retention) dalam teori pembelajaran sosial.
Setelah orang melakukan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, akan
ada proses reproduksi motorik dimana seseorang mengalami proses
mengubah pengamatan serta pemahaman menjadi perbuatan dan artinya

seseorang tersebut akan menjalankan peraturan pajak tersebut. Lalu berkaitan

dengan proses penguatan (Reinforcement) dimana seseorang akan berperilaku

sebagai wajib pajak.
Pemahaman perat alah satu cara wajib pajak
untuk memulai untuk taat tidak memahami peraturan
perpajakan maka akan menja € g akan menjadi wajib pajak
yang tidak taat. Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses untuk

memahami tentang  peraturan kewajiban sebagai wajib pajak, tata cara

bagai ara menghitung penghasilanya ‘dengan
SERCIT BUANAL
NPWP itu wajib bagi masyarakat yang taat pajak. Wajib pajak sudah
memahami bagaimana fungsi pajak adalah sebagai penerimaan Negara untuk
kemajuan daerah. Maka dengan tingkat pemahaman wajib pajak yang sudah
baik memberikan hasil yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Jika seseorang telah memahami dan mengerti tentang peraturan perpajakan,

hal ini akan berdampak pada kemajuan Kota Bekasi. Dampak dari pengaruh
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sanksi pajak yang signifikan kan menjadikan peningkatan pendapatan di Kota
Bekasi.
Penelitian ini selararas dengan Dewantara (2016), As’ari dan Erawati
(2018), Wahyuningsih (2016), dan penelitian Priambodo (2017).
. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan hasil pengujian regresi yang sudah dilakukan secara parsial
hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak

memiliki hasil positif tetapi tidak signi

ikan sehingga dapat disimpulkan
bahwa variabel kesadaran pajak muh tidak signifikan terhadp
kepatuhan wajib pajak. adalah H3 ditolak. Hasil
penelitian ini mengindika aik kesadaran wajib pajak
maka dapat meningkatka : ajak. Namun peningkatan
tersebut tidak signifikan. Tid ;‘ t karena nilai t hitung yang
menunjukkan probabilitas lebih b ari nilai level of significance. Hasil

penelitian ini belum sesuai dengan teori yang menjelaskan tentang kesadaran

::im 1 1 ral| Belié ya ah! jibYpajak,
ERCIL BIIANA.

membantu menyelenggarakan pembangunan Negara.

Dengan hasil yang tidak signifikan maka hal tersebut dapat terjadi karena
adanya perbedaan persepsi dari wajib pajak. Sesuai dengan survey yang telah
dilakukan bahwa para penggelut UMKM masih banyak yang merasa bahwa
membayar pajak adalah sesuatu yang merugikan, mereka dengan jujur

mengatakan bahwa pembuatan NPWP hanya untuk syarat penambahan modal
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atau bahkan hanya untuk syarat administrasi untuk pengambilan rumah.
Setelah mereka menggeluti usaha dan merasa pendapatannya sedikit, mereka
tidak mau untuk membayar pajak sesuai dengan perhitungan dengan alasan
pendapatannya hanya sedikit. Para wajib pajak beranggapan bahwa setelah
memiliki NPWP mereka tidak ada kewajiban untuk membayar atau melapor
pajak, padahal di KPP Pratama Pondok Gede setiap ada pendaftaran
pembuatan NPWP baru terkhusus untuk UMKM, para pegawai yang

bersangkutan sudah memberikan edukasi

untuk para calon pemilik NPWP

dengan pemilik usaha kelas igah. KPP menjelaskan bagaimana

tanggung jawab menjadi sajak, memberikan edukasi
bagaimana cara menghi 3 a melapor dengan sangat
jelas. Tidak hanya berhe . : memberikan peringatan
kepada wajib pajak terdaft ; dan membayar pajak pada
beberapa bulan sebelum masa pelaporan SPT dilakukan dengan cara
melakukan peringatan via telepon kepada setiap wajib pajak yang terdaftar di
KPP gRra n " Hal-hal tersebut adalah s u yang
melMEc&(CUn tirBerlﬂJA maok
Gede. Jika seseorang sudah sadar akan kewajibannya sebagai wajib pajak,
maka akan berpengaruh kepada pendapatan pajak daerah Kota Bekasi yang
akan meningkatkan pendapatan Kota Bekasi.

Penelitian ini tidak selaras dengan Ilhamsyah, Endang, Dewantara (2016),
Wahyuningsih (2016). Namun penelitian ini selaras dengan penelitian yang

dilakukan oleh As’ari, Erawati (2018) dan Maulana, Fauzan (2019).
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